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ABSTRAK

Govienda Prihambodo Radekos Putra : Tinjauan Tingkat Kepatuhan Wajib
Pajak Pengusaha Restoran yang
Terdaftar di Badan Pendapatan
Daerah Kota Padang

Pembimbing : Thamrin, S.Pd., M.M.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan
wajib pajak pengusaha restoran yang terdaftar di badan pendapatan daerah Kota
Padang. Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, dimana
pada penelitian ini penulis mendeskripsikan atau menceritakan suatu fakta,
fenomena-fenomena, gejala peristiwa yang didapat dilapangan yang terjadi pada
saat sekarang. Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)
Kota Padang yang Beralamat di Jl. Moh Yamin No.70, Kp. Jao, Padang Barat,
Kota Padang. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi dan
studi kepustakaan dan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis
deskriptif kuantitatif. Data yang diteliti yaitu data target dan realisasi pajak
restoran dari tahun 2014-2018, data jumlah wajib pajak restoran yang patuh dan
tidak patuh Kota Padang dari tahun 2014-2018. Dari hasil penelitian yang
dilakukan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak restoran di Kota
Padang tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 adalah 48,18%, 52,81%, 58,89%,
62,69%, 56,65% dimana tingkat kepatuhan wajib pajak restoran adalah kurang
patuh

Kata Kunci : Pajak Restoran, Tingkat Kepatuhan
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

negara bagi  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak  memang  merupakan

salah  satu  bentuk  instrumen  hukum  yang memaksa.  Namun,  pemaksaan  ini

bukan  berarti  ketidakbebasan  atau pengekangan,  melainkan  bentuk  tanggung

jawab  moral  setiap warga  negara  terhadap  negaranya.  Selain  itu,  instrumen

hukum  tanpa paksaan  tidak  akan  menjadi  aturan yang  dipatuhi  oleh

masyarakat, melainkan  hanya  sebuah  himbauan  yang  memiliki  nilai

keabsahan  rendah dan tidak mengikat.

Melalui  mekanisme  ini,  setiap  orang  tanpa  terkecuali  menjadi  subjek

pajak menurut Peraturan daerah No. 3 tahun 2011 yang berbunyi, “Yang menjadi

subjek pajak adalah  orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak”, yang

artinya  semua  orang,  termasuk  pemerintah/pemangku kepentingan,  pebisnis,

dan  rakyat  umum  memiliki  kewajiban  untuk membayar  pajak  kepada  negara.

Dari sifatnya yang memaksa pajak  mengundang  beragam  opini, persepsi, dan

pemikiran di masyarakat. Hal ini terjadi karena beberapa  faktor,  yaitu  pertama

faktor  ketidaktahuan  tentang  apa  yang dimaksud  dengan  pajak  dan  untuk

apa  pajak  itu  dipungut,  sehingga menimbulkan opini yang beragam.



2

Kedua, kecurigaan yang ditimbulkan oleh pihak-pihak  tertentu  terhadap

pemungutan  pajak  yang  dianggap  rawan untuk diselewengkan oleh pihak

pemungut pajak. Hal tersebut menimbulkan pemikiran untuk tidak mau

menjalankan kewajiban sebagai pembayar pajak. Ketiga,  anggapan  bahwa  pajak

itu  memberatkan  sehingga  menimbulkan berbagai upaya atau strategi untuk

menghindari pajak yang berakibat wajib pajak tidak patuh dalam melaksanakan

kewajibannya. Padahal pajak merupakan upaya pemerintah dalam melaksanakan

tugasnya untuk menyejahterakan rakyatnya dengan meredistribusikan pendapatan

dan dalam rangka membiayai pembangunan infrastruktur.

Oleh  karena  itu,  pajak  dibutuhkan  sebagai  sarana  redistribusi

pendapatan.  Peran  pajak  menjadi faktor yang sangat penting bagi peningkatan

kesejahteraan bersama, bukan hanya kesejahteraan ekonomi individu. salah satu

sumber pendapatan negara adalah dari pajak daerah, yang mana pajak daerah

merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, yang diharapkan dapat

membantu pembiayaan daerah untuk melaksanakan otonominya. Dimana mampu

untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. selain itu pajak daerah

juga mempunyai fungsi untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum

suatu daerah, contohnya seperti pembangunan jalan, jembatan dan kepentingan

pembangunan suatu daerah.

Penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber anggaran

pendapatan daerah yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-

program kerjanya dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat. Menurut

undang-undang no 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retrbusi daerah yang
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selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.dengan demikian

pajak daerah adalah iuran wajib pajak kepada daerah untuk membiayai

pembangunan daerah.dalam melakukan suatu pembangunan daerah membutuhkan

dana yang cukup banyak disetiap sektor  nya salah satu sektor pendapatan daerah

untuk membangun daerah berasal dari pajak restoran dengan pembanyaran yang

sifatnya dapat dipaksakan oleh pemerintah dengan ketentuan yang berlaku 10%

dan nilai jual objek pajak yang diharapkan dengan menunjang pelaksanaan

pembangunan.

Pajak restoran merupakan salah satu jenis pajak yang memilki prospek

yang baik untuk penerimaan daerah karena cukup banyak nya restoran yang

berada di kota Padang. restoran merupakan salah satu sarana pendukung

perekonomian dan parawisata. restoran sering dijadikan sebagai tempat untuk

mengadakan pertemuan-pertemuan dan rapat oleh berbagai pihak, baik dari

pejabat tinggi negara, pebisnis, sampai organisasi. gaya hidup modern saat ini

juga menjadikan restoran sebagai ajang berkumpul dan bergaul tidak hanya untuk

anak-anak muda tetapi juga orang tua menggunakan restoran sebagai tempat

untuk mengadakan acara-acara seperti pesta tahun baru, pesta pernikahan, pesta

ulang tahun sampai arisan. melihat dari antusias masyarakat terhadap restoran

yang ada di Kota Padang, dapat di amsumsikan besar pendapatan yang diterima

restoran juga tinggi hal ini mengindikasikan bahwa penerimaan pajak daerah dari



4

sektor pajak restoran juga meningkat Perkembangan jumlah wajib pajak restoran

yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang setiap tahun berfluktuasi

meningkat dengan bertambahnya jumlah wajib pajak maka secara teoritis akan

bertambah pula jumlah penerimaan dari sektor pajak tersebut yang dapat dilihat

dalam tabel 1 berikut ini:

Tabel 1.
Jumlah Wajib Pajak terdaftar dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran

Tahun 2014 Sampai Dengan tahun 2018 di Badan Pendapatan Daerah Kota
Padang

No Tahun Jumlah Wajib
Pajak

Target Realisasi

1 2014 523 Rp  16.000.000.000 Rp  17.806.821.805
2 2015 568 Rp  20.500.000.000 Rp  20.510.457.805
3 2016 613 Rp 26.000.000.000 Rp  26.414.816.715
4 2017 646 Rp  35.000.000.000 Rp  33.553.339.240
5 2018 789 Rp  39.500.000.000 Rp  39.822.244.807

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

Berdasarkan tabel 1 perkembangan jumlah wajib pajak restoran beserta

target dan realisasi dari tahun 2014-2018 mengalami peningkatan, namun di tahun

2017 realisasi nya tidak mencapai target. Dari tabel diatas tentu menandakan

bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar di badan pendapatan daerah kota Padang

terus meningkat dari tahun ke tahun dan hal ini secara teoritis akan meningkatkan

jumlah penerimaan yang akan diterima oleh Badan pendapatan daerah Kota

Padang dari hal ini badan pendapatan daerah Kota Padang sangat berperan

penting untuk mewujudkan tujuan dari badan pendapatan daerah Kota Padang

yang mana bertujuan untuk pelaksanaan pembangunan yang merata di setiap

daerah.
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Untuk mewujudkan peningkatan  penerimaan pajak dari sektor  pajak

restoran dan tujuan dari badan pendapatan daerah Kota Padang yang ingin

melaksanakan pemerataan pembangunan di tiap daerah, dan kepatuhan dari wajib

pajak sangat penting untuk mewujudkan tujuan dari Badan pendapatan daerah

Kota Padang itu sendiri. Disini kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang sangat

penting untuk menjamin keberhasilan pemerintah daerah dalam menghimpun

pajak khusus nya pajak restoran.yang mana hal tersebut mempunyai tujuan untuk

menjalankan fungsi–fungsi otonomi daerahnya. Rahayu (2017) menyatakan

bahwa kepatuhan dalam membayarkan pajak seseorang didasari oleh kesadaran

wajib pajak yang mana kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib

pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak

kepada negara dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan

pengaruh kepada peningkatan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi.

Kepatuhan dalam pembayaran pajak sangat penting karena pajak

merupakan sektor perekonomian yang berperan sebagai sumber pembiayaan

daerah dan diharapkan partisipasi dari  masyarakat ikut aktif dalam pembiayaan

pembangunan dan salah satu masyarakat yang berpatisipasi dalam pembangunan

daerah adalah penyelenggara restoran yang mana penyelenggara restoran adalah

perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran tertentu dan atas

nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya.

Pada bab I pasal I menjelaskan dengan peraturan daerah ini, pemungutan

wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayaran

pajak, pemotongan pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan
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kewajiban perpajakan sesuai dengan kententuan peraturan perundang-undangan

perpajakan daerah dalam melakukan suatu pembangunan dan mensejahterakan

masyarakat, daerah membutuhkan dana yang cukup besar dalam hal ini tingkat

kesadaran dan tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi hal yang sangat penting

karena dengan tingginya tingkat kesadaran dan tingkat kepatuhan wajib pajak

untuk membayarkan kewajibannya maka daerah dapat menjalankan fungsi-fungsi

dan tujuan nya untuk melakukan pembangunan infrastruktur dan fasilitas –

fasilitas didaerahnya dan mensejahterakan masyarakat daerah itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian yang bertujuan untuk mengetahui tingkat Kepatuhan wajib pajak

pengusaha restoran  di badan pendapatan daerah kota padang . Maka dalam

penyusunan Tugas Akhir ini penulis memilih judul : “Tinjauan Tingkat

Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Restoran yang Terdaftar di Badan

Pendapatan Daerah Kota Padang“

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka untuk mempermudah

pembahasan, penulis merumuskan permasalahan yaitu :

a. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak pengusaha restoran yang

terdaftar di badan pendapatan daerah Kota Padang ?

b. Upaya apa saja yang dilakukan badan pendapatan daerah Kota Padang

untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pengusaha restoran ?
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C. Tujuan Tugas Akhir

Berdasarkan judul yang penulis ambil , maka tujuan yang ingin dicapai

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak pengusaha restoran yang terdaftar di

Badan Pendapatan Daerah Kota Padang .

2. Upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Padang untuk

meningkatkan kepatuhan wajib pajak pengusaha restoran .

D. Manfaat Penyusunan Tugas Akhir

Manfaat dari penyusunan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk

mendukung kegiatan dan dapat dipertimbangkan bagi instansi yang

bersangkutan dalam menganalisa potensi pajak restoran.

2. Bagi penulis

Diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan yang

lebih mendalam kepada penulis tentang potensi pajak restoran di Kota

Padang dimasa yang akan datang.

3. Bagi Pembaca

Merupakan tambahan informasi yang bermanfaat bagi pembaca

yang berkepentingan, serta dapat dijadikan sebagai acuan dan refrensi bagi

mahasiswa maupun staf pengajar Universitas Negeri Padang yang ingin

mendalami masalah pajak restoran.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang sudah diuraikan diatas penulis dapat menarik

kesimpulan bahwa dari segi tingkat kepatuhan wajib pajak restoran yang terdaftar

di badan pendapatan daerah Kota Padang dari tahun 2014-2018 keadaannya masih

Kurang Patuh, dimana di tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 adalah 48,18%,

52,81%, 58,89%, 62,69%, dan 56,65% yang menunjukkan bahwa Rata-Rata

tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Badan pendapatan Daerah Kota

Padang  masih kurang patuh untuk memenuhi kewajibannya.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan dan uraian dari kesimpulan diatas maka saran

dalam penelitian ini adalah:

1. Pemerintah Kota Padang hendak nya perlu melakukan penyuluhan tentang

pentingnya membayar pajak restoran, seperti sosialisasi kepada masyarakat

untuk mengenal kan pentingnya pajak dan untuk apa pajak itu dipungut.

2. Memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman pidana kurungan paling

lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak

yang terutang, sehingga akan menimbulkan rasa kesadaran wajib pajak

untuk membayar pajaknya yang hal ini berdampak kepada kepatuhan

wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak restoran.

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini para

pegawai Badan pendapatan daerah Kota Padang seperti pemberian
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pelatihan-pelatihan khusus dan instensif dalam bidang perpajakan, dengan

meningkatnya kualitas SDM yang dimiliki oleh BAPENDA maka akan

tercipta nya Sumber daya manusia yang unggul dan profesional untuk

memungut pajak daerah di Kota Padang karena sudah meningkat dan

terlatihnya para pegawai di Badan Pendapatan Daearh Kota Padang.

4. Sebaiknya Badan pendapatan daerah Kota Padang membuat brosur-brosur

atau spanduk yang berisi tentang penting nya membayar pajak khususnya

pajak restoran lalu mangfaat membayar pajak dan informasi-informasi

yang memuat tentang pajak restoran.

5. Meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak, petugas pajak,

penggunaan pajak serta meningkatkan citra Good Governance yang dapat

menimbulkan adanya rasa saling percaya antara petugas Pajak BAPENDA

dan masyarakat (wajib pajak), sehingga kegiatan pembayaran dan

pelaporan pajak akan menjadi sebuah kebutuhan dan kerelaan.
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